
SISTEM, STRUKTUR
POLITIK DAN EKONOMI

INDONESIA

Sistem Pemerintahan
Demokrasi Liberal

(1950-1959)

Perdana Menteru pertama
adalah Syahrir

Sering terjadi kabinet karena
perbedaan kepentingan
masing-masing parpol

sistem pemerintahan seperti
ini mendorong munculnya

banyak partai

Pemilu 1955 dilaksanakan
pertama kali ketika kabinet

Burhanuddin Harahap

kebijakan ekonomi "gunting
syarifuddin" diterapkan

untuk menggurangi jumlah
uang yang beredar

kondisi ekonomi makin
parah karena masih ada

hutang pada Belanda

Indonesia secara sepihak
membubarkan dari Uni
Indonesia-Belanda (13

Februari 1956)

Sistem Pemerintahan
Demokrasi Terpimpin

(1959-1965)

Soekarno mengeluarkan
Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi

tentang pembubaran
konstituante, kembali ke
UUD 1945, pembentukan

MPRS 

Kabinet kerja pada era ini
kabinet kerja ynag dipimpin
oleh Soekarno sebagai PM

Dwi tunggal mulai retak

kekuatan politik di era ini
berpusat di tangan Soekarno

PKI bangkit kembali

untuk mengurangi jumlah
uang beredar, pemerintah
melakukan devaluasi mata

uang dari 1000 menjadi 100,
kemudian 1000 menjadi 1

harga minyak naik,
muncullah TRITURA Yang melatarbelakangi adalah PKI. 10 Januari 1966 

pembubaran PKI

Pembersihan kabinet dari unsur-
unsur G30S/PKI

Penurunan harga/perbaikan
ekonomiPembebasan Irian Barat, 1

Mei 1963 Irian Barat
diserahkan ke indonesia

terjadi konfrontasi dengan
Malaysia

Orde Baru (1965-1998)

mandat Soekarno pada
Soeharto melalui

supersemar untuk
memulihkan kewibawaan

negara

terjadi dualisme
kepemimpinan

7 Maret - 12 Maret 1967
mengadakan sidang

Istimewa 

27 Maret 1968, Soeharto dilantik
menjadi Presiden Republik

Indonesia

Soeharto mengembalikan
politik luar negeri ke bebas

aktif

mengikis habis sisa-sisa PKI

Program P4

Dwifungsi ABRI

kebijakan ekonomi orde baru
menunjukkan positif dan

in�asi turun

Swasembada, KB, Posyandu

REFORMASI

B.J Habibie (21 Mei 1998-20
Oktober 1999)

Krisis moneter, politik, hukum dan
kepercayaan pada orde baru
mendorong REFORMASI 1998

Agenda reformasi : suksesi
kepepimpinan nasional,
amandemen UUD 1945,

pemberantasan KKN, hapus
dwifungsi ABRI, tegakkan

supremasi hukum

21 Mei 1998, Soeharto
mengumumkan mundur dari

Jabatan Presiden RI

kepemimpinan digantikan BJ
Habibie

krisis ekonomi terburuk dalam 30
tahun terakhir

dimulainya amandemen UUD
1945 yang pertama tahun 1999

Pencabutan P4

Masa jabatan presiden dan wakil
dibatasi 5 tahun

diberlakukannya otonomi daerah

referendum timor-timor (pisah)

tanggal 20 Oktober 1999, MPR
menolak LPJ BJ. Habibie

paginya beliau mengumumkan
mundur dari jabatan

Abdurrahman Wahid (20
Oktober 1999- 23 Juli 2001)

amandemen UUD 1945 yang ke 2

pemisahan TNI dan POLRI

Pemulihan hak minoritas
keturunan Tionghoa untuk

memeluk agama Konghuchu

Gus Dur mendukung pluralisme

Megawati Soekarnoputri (23
Juli 2001 - 20 Oktober 2004)

membentuk KPK

Amandemen UUD 1945 yang
ketiga dan keempat

tingkat in�asi rendah dan
stabilnya cadangan devisa

NAD dan Papua berkeinginan
melepaskan diri dari Indonesia

terjadi sengketa Sipadan dan
Ligitan

keluar UU Tipikor

pemilu langsung pertama tahun
2004 sukses dilaksanakan

Susilo Bambang Yudhoyono
(20 Oktober 2004- 20

Oktober 2014)

Presiden pertama yang dipilih
melalui pemilu

Program BLT untuk memberantas
kemiskinan

bantuan dana BOS untuk
pendidikan

otonomi khusus bagi Papua


